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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA DALAM PENGUASAAN PASAR AIR MINUM
DALAM KEMASAN (AMDK)

Hendrik Abdul Hamdi

Kegiatan perjanjian yang dilarang antar sesamapalaaha sangat tidak
dibenarkan baik dalam hukum maupun moral, karemapdl dari kegiatan
tersebut sangatlah besar, dan mampu menggangunkesejan baik antar pelaku
usaha maupun berdampak kepada negara. Tujuan t@enefii adalah untuk
mengetahui suatu kegiatan dapat dikatakan dilasatigk dilakukan oleh pelaku
usaha menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999, urngetahuiakibat hukum
terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjiag gidarang dan penguasaan
pasar, danuntukmengetahuipenegakan hukum terhaedgkup usaha yang
melakukan perjanjian yang dilarang dan pengusasarpa

Penelitian yang dilakukanadalahpenelitianhukum yhecsifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridsmatif. Penelitian ini
menggunakan data sekunder dengan mengolah datdoatean hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. gdagumpul data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi do#otasi atau melalui
penelusuran literatur, serta menelaah peraturamgang-undangan.

Berdasarkan hasilpenelitian di pahamibahwaApabigdihat contoh dari
sebuah putusan komisi pengawas persaingan usatlrUjKIR0.22/KPPU-1/2016
tentang kasus kegiatan praktik monopoli dan jugagmegan usaha tidak sehat,
adapun yang dimaksud adalah sebuah perjanjian gidaigikan sesama pelaku
usaha dan perjanjian yang dilarang tersebut mernkabyenguasaan pasar antara
PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Mineral) dan PT. Tineestama (Aqua) bekerjasama
dengan PT. Balina Agung Perkasa. Tindakan terssaktan menghalangi pelaku
usaha lain di dunia usaha air minum dalam kemasag gelanjutnya disebut
(AMDK). Terlebih, degradasi tersebut menyebabkangsagen mendapatkan
harga 3% lebih mahal. KemudianAkibat Hukum TerhaBapaku Usaha Yang
Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Penguasasarberupa Pidana Pokok
yang diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun1999,r@dambahan dalam kasus
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang aotiopuli berupa
Pencabutan izin usaha dan dilarangnya pelaku ugamg telah terbukti
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anbonddoli untuk
menduduki jabatan direksi atau komisaris, sekuraragignya 2 tahun selama-
lamanya 5 tahun dan setelah jangka waktu dilewatbdru bisa menduduki lagi
jabatan tersebut. Serta penegakan hukum terhadakupesaha yang melakukan
perjanjian yang dilarang dan pengusaan pasar yp#merintah dengan
persetujuan DPR membentuk Komisi Pengawasan Pgesaldsaha (KPPU).
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur diucapkan atas kehadirat Allah S\WfRs rahmat serta
karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan. Adafknipsi ini merupakan salah
satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingmyetesaikan studinya di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateeadJtDengan demikian,
disusunlah skripsi yang berjudulkan “Tinjauan Yigidlerhadap Perjanjian Yang
Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan PasaMium Dalam
Kemasan (AMDK)”.

Adapun penghormatan yang setinggi-tingginya diuaapkkepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Qusaani, M.A.P dengan
diberikan kesempatan serta fasilitas kepada kamiukurmengikuti dan
menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekeaakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, .SM.H atas kesempatan
menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumaf¢éara. Demikian juga
halnya kepada wakil Dekan | Bapak Faisal, S.H., iMtHdan Wakil Dekan |III
Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan gatigggi-tingginya
diucapkan kepada IBU NURHILMIYAH, S.H.,M.H selakuoBen Pembimbing,
yang dengan penuh kesabaran serta perhatian mé&arbemotivasi dan

bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini daglatai.



mendidik dengan curahan kasih sayang terlebih yelafp memberikan bantuan
baik materil maupun moril hingga selesainya skiripisi

Dan rasa terimakasih diucapkan kepada kakanda 8organi, Amd.
Novita Sari, Am.Keb serta abangda Bobby Spasky, &ranto, S.T, Praka
Juari dan juga kepada adik Nuraini yang turut m&odg dan memberikan
motivasi serta Do’a. Dan juga kepada rekan-rekaergpgangan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga AN&M.Snembalas
kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak tddisebutkan satu persatu
namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingrarduan dan mereka, dan
untuk itu disampaikan ucapkan terima kasih yanglsgttulusnya.

Akhirnya tiada hati tanpa cinta, cinta yang tulusstp bersemi, tiada
manusia yang sempurna, karna kesempurnaan hangalllati Robbi. Mohon
maaf atas segala kesalahan selama ini, begitumadati bahwa skripsi masih
banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, ditkkara@da kritikan maupun
saran yang membangun untuk kesempurnaannya. Testhastemua, dan semoga
apa yang telah diberikan mendapatkan balasan labaiari Allah SWT. Serta
semoga kita selalu mendapatkan perlindungan oléahABWT. Untuk setiap
insan yang ingin memberikan kemanfaatan bagi sesaarausia. Aamiin Ya
Rabbal Allaamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019
Hormat saya,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembanganyang modern saat ini, peraainggaha dapat dan
harus kita pandang sebagai hal yang positif damgataesensial dalam dunia
usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha akarkukala sebuah perbaikan
akan produk serta melakukan sebuah inovasi atatuprgang akan dihasilkan
untuk memberikan yang terbaik bagi para pembéda dilihat dari sudut pandang
konsumen maka mereka akan mempunyai pilihan dalambeli sebuah produk
dengan harga murah dan ingin kualitas terbaik. Nesairing berjalannya waktu
para pelaku usaha melupakan bagaimana ketentuam dedrsaing secara sehat
dan menimbulkan persaingan-persaingan yang tidaktseéan pada akhirnya
timbul praktik monopoli. Sebelum membahasnya lelahjut peneliti akan
terlebih dahulu memberikan pengertian dari hukusmibidan apa saja yang tidak
dibenarkan dalam melakukan kegiatan usaha.

Memahami pengertian hukum bisnis maka selayaknyta karus
memahami apa yang dimaksud dengan bisnis, bisnigpailean suatu kegiatan
usaha yang dijalankan oleh orang atau badan ugenas@haan) secara teratur
dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan megada&eang-barang dan atau
jasamaupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbmtik atau disewakan dengan

tujuan untuk mendapatkan keuntundan.

' Zaeni Ashadie. 2014ukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonedikarta:
Rajawali Pers, halaman 31.



Hukum bisnisatau bisa disebut dengan istildiusiness lav sangat
banyak dipakai, Baik akademisi maupun praktisi. ;Ada yang dimaksud dengan
hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukumy yaengatur tentang tata
cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang,trindteu keuangan yang
dihubungkan dengan produksi atau pertukaran badarg atau jasa dengan
menempatkan uang dari pagatrepreneurdalam resiko tertentu dengan motif
untuk mendapatkan keuntungan tersébuit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah selayalanggpelaku usaha
harus mengerti dan mengetahui tata cara dan pek&sasebuah kegiatan usaha
yang dijalankan sehingga tidak bertentangan demgama dan kaidah hukum
yang berlaku.

Kegiatan bisnis yang sering didapati sebagai sekegiatan pelaku usaha
yang tidak sesuai keinginan dari sebuah tujuan imykomengapa demikian?
Disebabkan banyak oknum dari pelaku usaha akangoeagan berbagai macam
cara untuk menghindari kerugian atau bahkan kegagamasaran dikarenakan
produknya kalah dalam persaingan bisnis. Oleh kaiten maka kegiatan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salahysayaitu kerja sama pelaku
usaha yang didalamnya ada sebuah perjanjian ydamy untuk melakukan
penguasaan pangsa pasar sering kali dilakukaro&laim pelaku usaha .

Kegiatan perjanjian yang dilarang antar sesamakpelsaha sangat tidak
dibenarkan baik dalam hukum maupun moral, karemapdl dari kegiatan

tersebut sangatlah besar, dan mampu menggangunkesejan baik antar pelaku

2 Munir Fuady. 2015Penghantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern Di Ghabal
Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 2



usaha maupun berdampak kepada negara. Karena penglko akan mengalami
sebuah gejolak yang sangat sulit dihindari, diskéabperkembangan bisnis
pelaku usaha dengan pasar yang sama mengalamaksgtmbangan, mengapa
demikian karena salah satu perusahaan yang akamusenpangsa pasar
sehingga pelaku usaha yang sama lama kelamaannakagalami kemunduran
dalam berbagai macam aspek dan yang lebih bahayakema menimbulkan

bangkrutnya sebuah pelaku usaha yang sama.

Keadilan dalam sebuah kegiatan usaha juga hatespiakan sehingga
para pelaku usaha memiliki sebuah tanggung jawahg yaama untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi di negara ini sghiaga yang dicita-citakan
dapat terwujud dan berjalan, keadilan yang dimalegladah keadalian memegang
peranan penting dalam konteks ekonomi dan bismienia menyangkut barang
yang di incar banyak orang untuk dimiliki dan dipakZaman kita ditandai
dengan oleh perhatian besar untuk keadilan dalalasitelasi ekonomi.
Dipandang dalam persepektif sejarah, pengertiamdiken ekonomis” tidak
selalu mendapat perhatian yang sdma.

Melihat dari sebuah pengertian keadilan maka pelsdaha harus benar-
benar menjalankan sebuah kegiatan yang baik daraiskaidah hukum yang
berlaku, karena para pelaku usaha memegang peyangrsangat penting dalam
sebuah kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini jugeltibkan agar keseimbangan

dalam suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan damasdgngan apa yang telah

* K. Bertens2015.Pengantar Etika Bisnifogyakarta: Kanisius, halaman 104.



diinginkan dalam sebuah undang-undang yang khuaustgh mengatur tentang
permasalahan ini.

Memaknai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh oyamg dalam hal ini
disebut pelaku usaha tentunya memiliki keterikdtaik duniawi maupun akhirat
kelak, sebab kehidupan yang dilatar belakangi slektu kegiatan yang sehari-
hari dilakukan oleh umat manusia tentunya memii&terikatan hukum yang
didalamnya ada sebuah syariat yang mengatur, elebstu, manusia juga harus
memandang dari segi agama, dalam hal ini juga sebagna yang telah di
firmankan dalam Al-Qur’an salah satunya adalah &irrAllah Swt. menjelaskan
tentang bagaimana sesama umat manusia terkhusd@raaseiman untuk tidak
melakukan suatu kegiatan yang dampak dari kegitgesebut menimbulkan
kerugian untuk orang lain.

QS. An-Nisa Ayat 29 .

(Al i P 83 s (G L) Jlalally &y AR g 150 U ) okl il 1l
(78) Laa ) 2%y oS ATl () 28] ) oHaS U aKie

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janagnkalian memakan
harta-harta kalian di antara kalian dengan carag ybatil, kecuali dengan
perdagangan yang kalian saling ridha. Dan jangakddéian membunuh diri-diri
kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayargatle kalian*

Dalam penggalan surah ini, maka kita haruslah méngagaimana

sebuah adab dan aturan bahwa Allah Swt. telah mengagaimana sebuah

*QS.An-Nisa, 4:29 Terbitan Kementrian Agama Repubsidonesia



kegiatan yang dibenarkan atau tidak, jadi bijak dardas lah dalam mengambil
sebuah langkah dan tindakan.

Berdasarkan sebuah penjelasan diatas penelitiakuéidln dengan melihat
contoh dari sebuah putusan komisi pengawas peesaingsaha (KPPU)
No0.22/KPPU-1/2016 tentangkasus kegiatan praktik opoti dan juga persaingan
usaha tidak sehat, adapun yang dimaksud adalatspbtjanjian yang dilakukan
sesama pelaku usaha dan perjanjian yang dilararggbtg menimbulkan
penguasaan pasar antara PT. Tirta Fresindo JayaM{heral) dan PT. Tirta
Investama (Aqua) bekerjasama dengan PT. Balina g§@mnkasa.

Saat itu, Le minerale menyampaikan temuan bahwa aAgian
distributornya bekerja sama untuk melarang sejurtdb menjual Le Minerale.
Diduga Aqua dan distributornya mengancam hendakumekan status dan
fasilitas alias degradasi, dari sem@kar Outlet(SO) menjadWholeseller(\WO)
eceran terhadap pedagang yang menjual Le Ming¢&®BU mengumpulkan alat
bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Amgusebut, menurut KPPU
dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang miomuipgihaknya telah
memiliki lebih dari 2 alat bukti. Oleh karena itmenurut KPPU, tindakan
tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lainrda disaha air minum dalam
kemasan yang selanjutnya disebut (AMDK). Terlebitegradasi tersebut
menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebdl.Rerbandingannya,
bagi Star Outletharga yang dikenakan sebesar Rp.37.000,-. saionkga untuk

ukuran 600ml, sementara baglholeseller dikenakan harga RP.39.350,-



satukarton®Berdasarkan data dari Goldman Sachs 2015, Aqualakeia
menguasai pangsa pasar hingga 46,7 % (persen) dédams air minum dalam
kemasan (AMDK).

Melihat dari kronologi peristiwa diatas terselmiaka sebuah perusahaan
telah melakukan sebuah perjanjian yang menimbukénah kerugian serta etika
moral yang tidak baik dan mencederai persaingahaugang sehat. Oleh karena
itu, sebuah penegakan hukum harus dijalankan unerjerat para pelaku usaha
yang telah melanggar ketentuan perundang-undarmag tglah diberlakukan di
hukum negara ini.

Dengan demikian, apabila sebuah hukum dapat dijafamaka sebuah
kepastian hukum akan dipandang sebagai sebualikkéteryang mengaharuskan
bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan sebuatakard yang salah dan tidak
diakui secara hukum, sehingga dapat merugikan pelemaha lain.penerapan
hukum bagi pelaku tindakan praktik monopoli danspargan usaha tidak sehat
harus ditegakkan agar memberikan sebuah efek garaddngan demikian maka
pelaku usaha tidak seenaknya saja untuk melaku&gangan sebab ada sebuah
aturan khusus yang mengatur kegiatan ini.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang inaibakyak masalah yang
harus diselesaikan oleh para penegak hukum untyatdmenerapkan dan
menjalankan kepastian hukum ditengah-tengah kegisaha yang berlangsung
agar tidak menggangu jalannya roda perekonomiaar @agsama pelaku usaha

yang menjalankan kegiatan bisnis dalam pasar yamg.sSehingga para pelaku

*https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/16216/&kRi1a-vs-le-mineral-kppu-
nyatakan-aqua-bersalah diakses pada tanggal 2®€¥K2618 pada pukul 15:25 WIB.



usaha yang ingin berkembang dan mengembangkankptiodt terganjal dengan

adanya kegiatan yang melawan hukum tersebut.

Penulis dengan ini tertarik untuk melakukan peiagli dalam bentuk

skripsi dengan juduTinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang

Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air MinurDalam Kemasan

(AMDK).

1. Rumusan Masalah

a.

Bagaimanasuatu kegiatan dapat dikatakan dilarabgk uwfilakukan oleh
pelaku usaha menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999?
Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yaetpkokan
perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar?

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usalg patakukan

perjanjian yang dilarang dan pengusaan pasar?

2. Faedah penelitian

a.

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan ilmuggt@huan bagi
seluruh  masyarakat indonesia khususnya mahasiswaversitas
Muhammadiyah Sumatera Utara untuk jadi bahan pebgegan
wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuana seépat
memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti damembahas
mengenai perjanjian yang dilarang untuk dilakukagibpelaku usaha
dalam penguasaan pasar khususnya untuk para petakia air minum

dalam kemasan (AMDK).



b. Secara praktis sebagai pedoman atau sumber badiupesaha maupun
pemerintah dalam menentukan sebuah peraturan nengaTanjian yang
dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalamgpasaan pasar
karena merugikan bagi pelaku usaha lain, dan mekalpesumbangan
pemikiran terhadap, kajian dan informasi ilmiah ibpgrusahan dalam

menjalankan kegiatan usaha.

B. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui suatu kegiatan dapat dikatakamrai untuk
dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undam§ Wahun 1999.
b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku ugahg melakukan
perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar.
c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelakahausyang

melakukan perjanjian yang dilarang dan pengusasarpa

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalahankga yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisggprkonsep khusus yang
akan diteliti® Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan y&finjauan
Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi RelaUsaha Dalam
Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)’akan dapat

diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu

®Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateeadJ2018Pedoman Penulisan
Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSlé&dan: Pustaka Prima,halaman 17.



. Perjanjian menurut pasal 1313 KHUPerdata ialah babwatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu oranglediiu mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

. Perjanjian yang dilarang merupakan sebuah kegiatathiputi oligopoli,
penetapan harggprice fixing), diskriminasi hargapfice discrimination,
penetapan harga dibawah harga pasar/jual rugi, tageare harga jual
kembali,perjanjian pembagian wilayah pemasaran akskasi pasar,
perjanjian  pemboikotan,perjanjian  kartel,perjanjiatrust, perjanjian
oligopsoni, perjanjian intergrasi vertikal,perjamjitertutup,perjanjian dengan
pihak luar negeri.

. Pelaku Usaha usaha menurut Undang-Undang Nomdruh th999 tentang
larangan praktik monopoli dan persaingan usah& sehat pasal 1 huruf (e)
adalah setiap orang perorangan atau badan usakyabg berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan darkeoeidukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara féputdonesia baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian slenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

. Penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilardng dilakukan oleh
pelaku usaha baik sendiri maupun bersama sama,naarmgapat
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan utdhbk sehat.

. Air minum dalam kemasan merupakan sebuah produ§ gikeluarkan oleh
perusahaan air mineral yang sudah dilengkapi mpeeksahaan dan sudah

melalui beberapa pemeriksaan sehingga layak untkkdndumsi konsumen.
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D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarddagi Pelaku Usaha
Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (KM Dbukanlah hal
yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telamyak peneliti-peneliti
sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yurlgihadap Perjanjian
Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasasar Par Minum Dalam
Kemasan (AMDK)ini sebagai tajuk dalam berbagai pegae. Namun
berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan ked&umvia searchingvia
internet maupun penelusuran kepustakaan dari Imgku Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggnya, penulis tidak
menemukan penelitian yang sama dengan tema dark ppak@san yang penulis
teliti terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi
Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum DalanmKemasan

(AMDK)”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upayarmendan bukannya
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatukoysreg mudah terpegang di
tangan’Hal ini disebabkan oleh karena penelitan bertujuamtuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, meggladan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut diadakan analisa datmuken terhadap data yang telah

" Bambang Sunggono. 201etode Penelitian Hukundakarta: Rajawali Pers, halaman
27.
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dikumpulkan dan diolafAgar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode
yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendelznalitian yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimahakum dikonsepkan sebagai
apa yang tertuliskan peraturan perundang-undanganr{ book$, dan penelitian
terhadap sistematika hukum dapat dilakukan padayran perundang-undangan
tertentu atau hukum tertufis.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisPenelitian hukum
yang dilakukan dengan cara terutama meneliti datader yang diperoleh dari
kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untukminerikan makna secara
jelas mengenai perjanjian yang dilarang dan persgumapasar air minum dalam
kemasan (AMDK) oleh pelaku usaha.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian inlahdenenggunakan
data primer, data primer yaitu data yang diperalah studi kepustakaan dan
menelusuri literatur-literatur yang berhubungangé@nmasalah yang disesuaikan
dengan pokok permasalahan yang ada dalam pokolapaelahan yang ada dalam
penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitia terdiri dari bahan primer
yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukunurskk, bahan hukum

tersier, yang diperoleh dari studi literatur.

8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 20PEenelitian Hukum Normatiflakarta: Raja
Grafindo, halaman 1.
°Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumategadJ®p. Cit.,halaman 19.
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hujaita:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-@or'yang disebut
sebagai data kewahyuan.

b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diparadengan cara
menelusuri berbagai peraturan dibawah Undang-Undgaigu berupa
literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan legrkonsep yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas dalamitipenehi yaitu
KUHPerdata, pasal 1313 KUHPerdata, Undang-Undangidfo5 Tahun
1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan UJattak Sehat, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Kmoesu pasal 1 angka
15 Keputusan Mentri Perindustrian Dan PerdagangepuBlik Indonesia
Nomor:705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Bekndustri Air
Minum Dalam Kemasan.

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mempuny&urhuyang
mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan hykagmengikat bagi
pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari peamgitundangan dan
peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merkderpetunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekugdeg terdiri dari
kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangadia masa sebagai

pelengkap.
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4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperotiri data sekunder,
maka alat pengumpul data dalam penelitian ini mengkan studi dokumen atau
melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpub dtari berbagai ketentuan
Undang-Undang, mengumpulkan literatur, dan mengak#ernet dalam ruang
lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memaharu-buku, jurna-jurnal
maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yangalian dengan pokok-pokok

penelitian dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan ddaandaentuk yang
mudah dibaca dan didentifikasikan. Data-data yapgrdleh dari studi pustaka
kemudian akan dianalisis secara kualitatif yangnattaraikan secara deskriptif
analisi. Berdasarkan pemikiran tersebut metodeithtialyang dipakai dalam
penelitian ini bertujuan untuk menginterpesikan asgckualitatif. Kemudian
mendeskripsikan secara lengkap dan mendetail sk tertentu.

Mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenarabuérs



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Yang Dilarang
Beberapa sarjana memberikan definisi tentang pankaantara lain R.

Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti, “perikatan atlalsuatu perhubungan

hukumantara dua pihak, berdasarkan mana pihak gahg berhak menuntut

sesuatu hal daripihak yang lain, dan pihak yang kerkewajiban memenuhi
tuntutan itu"® sedangkan Pitlo mengatakan bahwa “perikatan adaldbingan
hukum yang bersifat kekayaan antara duaorang ahal, latas dasar mana pihak
yang satu berhak (kreditur) dan pihakyang lain &edjiban (debitur)”. Perikatan
artinya segala sesuatu yang mengenai ikdtan.

Secara umum yang menjadi syarat sah nya suatwunj@njanenurut pasal

1320 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinyanvaapara pihak yang
mengadakan perjanjian harus sepakat atau setujgemanperjanjian yang
akan diadakan tanpa adanya paksaan, kekhilafapetapuan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu bahwea pihak yang
mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukurta dserhak dan
berwenang melakukan perjanjian.

3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa pegariiarus mengenai suatu

objek tertentu.

Subekti. 2015Hukum PerjanjianJakarta: Intermasa, halaman 1.
" Hilman Hadikusuma. 201®ahasa Hukum IndonesiBandung: Alumni, halaman 98.

14
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4. Suatu sebab yang halal, artinya isi dan tujuanusypatrjanjian haruslah
berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengadang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif,akamengenai orang-
orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjidangkan dua syarat terkhir
dinamakan syarat obyektif karna mengenai perjamjisn sendiri atau objek dari
perbuatan hukum yang dilakukan. Sepakat yang dinthkeerupakan kedua
suyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepateatisetuju mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Orangyyaembuat suatu perjanjian
dan nantinya akan terikat boleh perjanjian tersebwmpunyai kemampuan
untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawaig ydipikulnya dengan
perbuatannya.

Suatu perjanjian dibuat dalam melakukan suatu késgan antara dua
belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Daarjanjian sering dilakukan
dalam kalangan masyarakat baik dari hal yang térlsaenpai yang terbesar,
namun banyak kalangan masyarakat yang kurang memha&um dalam
perjanjian. Perjanjian terdapat dua bentuk, yadtgmjian lisan dan tulisan.

Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang kesepak&tansul yang
diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjiaanl seperti ini sah akan tetapi
yang menjadi masalah jika ada sengketa yang laHiait dengan perjanjian ini
maka pihak akan kesulitan melakukan pembuktianjafj@&n lisan hanya
membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalgenjen yang berisi tentang

hak dan kewajiban yangdibuat.
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Dalam asas berkontrak kata sepakat dalam perjaigem sering menjadi
masalah, seperti adanya pihak yang diintimidadh @idak lain dengan berfikir
positif yang lebih kuat untuk mencapai kata sepalegigan apa yang dijanjikan
dalam perjanjian lisan.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuttang-undang
menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus mdmeyarat-syarat yang
ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menukurh atau secara sah (Pasal
1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undangagntérhadap para pihak.
Disini tersimpul realisasi asas kepastian huRam.

Perjanjian tertulis terbagi menjadi dua yaitu pgrgn dibawah tangan dan
perjanjian akta otentik. Perjanjian tertulis dengdta di bawah tangan adalah
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa midd@rapejabar yang berwenang.
Perjanjian dengan akta dibawah tangan masih mekalmeruang bagi salah satu
pihak untuk mengikari isi perjanjian. Perjanjianndan akta otentik adalah
perjanjian yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat) perwenang. Pejabat yang
berwenang yaitu notaris dan pejabat pembuat aktahtaKonsekuensi pada
perjanjian akta otentik yaitu tidak adanya kesempdtagi salah satu pihak untuk
mengingkari isi perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana sangoatau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau fEbkKeabsahan perjanjian di

tentukan oleh syarat sah perjanjian yang telahedtukan dalam pasal 1320

12 Mariam Darus Badrulzaman. 201Bompilasi Hukum PerikatanBandung: Citra
Aditya Bakti, halaman 82.

13 Agus Sugiarto dan Lina Sinatra. 2014neka Surat PerjanjianJakarta: Prestasi
Pustakaraya, halaman 2.
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KUHPerdata. Konsekuensi tidak terpenuhi syaratpsafanjian adalah perjanjian
menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapabatalkan atau batal demi
hukum. Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalatu skeadaan yang
membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu djgap tidak pernah ada.
Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi miama dengan sendirinya
menjadi hapus. Akibat hukum permbatalan yang menghaksistensi perjanjian
selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya pgaja

Perikatan hapu¥*
1. Karena pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyiapdparang yang

hendak dibayarkan itu di suatu tempat;

3. Pembaharuan utang;
4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
8. Pembatalan perjanjian;
9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;
10. Lewat waktu.

Kejahatan bisnis apabila dilihat secara substamigumla hakikatnya

merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap maralhdkum, pelangaran

moral merupakan untuk mempelajari baik buruknyalgder manusia (pelaku

14 Subekti. 2016Pokok-Pokok Hukum Perdatiakarta: Intermasa, halaman 152.
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usaha), sifat pelanggaran dalam moral ini juga pekan hal yang tidak
mementingkan hak orang lain. Adapun terkait dengalanggaran hukum itu
adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang melasgbaah ketentuan peraturan
yang di tetapkan dimana peraturan tersebut harbisdlglankan, sehingga
ketertiban dalam kegiatan usaha bisnis dapat barggngan semestinya.

Adapun hubungan antara moral dengan hukum sahgh#ehubungan
erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagiman moral yang dialami
manusia dalam hidupnya.ilustrasi ini mengharuskamg untuk hidup bersama
sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenamayand membentuk peraturan-
peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang maupuatyran lainnya secara
tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan hukuositif harus berlandaskan
moral yang sehat®

Salah satu dari kegiatan kejahatan bisnis salakaladzerjanjian yang
dilarang, perjanjian yang dilarang juga merupakegidan yang melanggar etika
dan hukum. Menurut KUHPerdata pada Pasal 1313 rbeiken bahwa suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatg atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih jikea lKaitkan dengan pengertian
perjanjian yang dilarang maka perjanjian yang ditgr merupakan perjanjian
yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha dan daii perjanjian tersebut
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan utdhk sehat

Adapun jenis-jenis pejanjian yang dilarang yaitdigapoli,penetapan

harga price fixing, diskriminasi hargafice discriminatiof,penetapan harga

® M. Agus Santoso. 201%ukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Huku
Jakarta: Kencandalaman 95.
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dibawah harga pasar/jual rugi, penetapan harga&g@mbali,perjanjian pembagian
wilayah pemasaran atau lokasi pasar, perjanjian bp&wotan,perjanjian
kartel,perjanjian  trust, perjanjian  oligopsoni, jpgjian  intergrasi
vertikal,perjanjian tertutup,perjanjian dengan gihar negeri*®

Jenis-jenis perjanjian juga memiliki arti tersenglaitu

1. Oligopoli merupakan penguasaan pangsa pasar yaag yeng dilakukan
secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar.

2. Penetapan hargaprice fixing merupakan perjanjian yang bertujuan
menetapkan harga antar 1 (satu) pelaku usaha depglaku usaha
pesaingnya juga dapat mengakibatkan terjadinyau spatsaingan tidak
sehat.

3. Pembagian wilayah merupakan pembagian wilayah unteknperoleh
atau memasok barang dan/atau jasa dan menetapkaiaga saja dapat
memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

4. Pemboikotan merupakan perjanjian yang dapt mengbiafzelaku usaha
yang lain (pihak ketiga) untuk melakukan hal yamagna dan menolak
menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelakwadaan (pihak ketiga).

5. Kartel adalah suatu kerja sama di antara produsdafang, yang
bertujuan mengawasi produksi, penjualan dan haagauntuk melakukan
monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

6. Trust adalah suatu kerja sama dengan membentulkhgabyerusahaan

atau membentuk perusahaan yang lebih besar, telapgan tetap

'® Munir Fuady,Op.Cit halaman 217
YIbid., halaman 219
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mempertahankan eksitensi dari masing-masing pesasahanggota
tersebut, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dtau pemasaran
atas barang dan atau jasa.

7. Oligopsoni merupakan tindakan hanya 2 (dua) atdtigd) penjual saja
yang menguasai pasar tertentu, dikatakan perjagaag dilarang karena
memiliki tujuan untuk mengusai pembelian atau pemmsn pasokan
barang atau jasa dengan maksud untuk mengendakkga.

8. Integrasi vertikal adalah pengusaan serangkaiasepmoroduksi mulai dari
hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut aaatu layanan jasa
tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

9. Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang dapambatasi kebebasan
pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembpknjual atau
pemasok.

10.Perjanjian dengan pihak luar negeri merupakan meja dengan pihak
luar negeri dan hukum tidak melarangnya, namun ak@njadi perjanjian
yang dilaarang apabila pihak luar negeri memuagrikean yang dapat
mengakibatkan terjadinya peraktik monopoli dan giegan usaha tidak

sehat.

. Pelaku Usaha
. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasutiafalah
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidkhkgang bersifat

mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindukgpentingan
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konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebaga@lkruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan ndasalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengannpadan/atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hiddp.

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal kaAhdJndang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan #woes, selanjutnya
disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang janeén adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadalkmen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK atakgn
Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dganygng tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri &eda, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pagahgka 3
UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik lyerbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didiridan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayddam negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasanelalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalabade bidang

ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penigdo oleh
hukum atau perlindungan dengan menggunakan praaataarana hukum.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melaw-cara tertentu,

antara lain dengan:

¥janus Sidabalok. 201#ukum Perlindungan Konsumen di Indonesandung: PT
Citra Aditya Bakti, halaman 37.
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a. Membuat peraturarby giving regulatiol, bertujuan untuk :

1)  Menjamin hak dan kewajiban;

2)  Menjamin hak-hak para subyek hukum.

b. Menegakkan peraturaby law enforcemehmelalui :

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk regak
(preventive terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan
perijinan dan pengawasan;

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangpréssive)
pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi piganaukuman;

3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hekrdtive; recovery;
remedy, dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/3&8tu:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan babgala upaya
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen haermberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsdamepelaku usaha
secara keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi selurakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesemp&tpada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknga d

melaksanakan kewajibannya secara adil.
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c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikaninkiesegan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, danripégthedalam arti
materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkéuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamagpail&donsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan bdaarjgsa yang
dikonsumsi dan digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usabapun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilanandal
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta aneganjamin
kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1998jban untuk:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandoiasumen untuk
melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian tdanjésa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilénemukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgey unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaesakantuk

mendapatkan informasi.
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yangr jaan
bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjakelangsungan
usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kengamiegamanan, dan
keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidizk karena
lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pedudujuan hukum
perlindungan konsumen secara langsung adalah umtekingkatkan
martabat dan keasadaran konsumen. Secara tidasulamghukum ini juga
akan mendorong produsen untuk melakukan usaha nlgregauh tanggung
jawab®®

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1988:y
a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkarsnarsg
b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, jgjur mengenai

kondisi dan jaminan barang

c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang semrmagan nilai
tukar dan kondisi dan jaminan barang

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasangaryang

digunakan

“Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014.Hukum Perlindungan Konsumedakarta: Sinar
Grafika, halaman 10.
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. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya pesgi@lh sengketa
perlindungan konsumen secara patut
Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang beraim sehat
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tal9@9 lyaitu:
. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan ptosgpemakaian
atau pemanfaatan barang demi keamanan dan kesaamat
. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembdbiarang.
. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn konsumen
secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No. 8 Tahuf,a8tu:
. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengaepdieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ataga jayang
diperdagangkan;
. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindak@amsumen yang
beritikad tidak baik;
. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya tindgenyelesaian

hukum sengketa konsumen.
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. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukttssa hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barangadan jasa yang
diperdagangkan;
. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pngundangan
lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/198i€y:y
. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
. Memperlakukan atau melayani konsumen secara berarfjujur serta
tidak diskriminatif
. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprodulesau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar ratsanddan/atau jasa
yang berlaku;
. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila baramag/jdsa yang
diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuajateperjanjian.
. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengajn/athu
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta mejabenan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangdadigangkan;
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggarnditas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan bdearigtau jasa
yang diperdagangkan;
. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggardigebila barang
dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tekduai dengan

perjanjian.
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Pengertian pelaku usaha menurut undang-undang riotadun 1999
tentang larangan praktik monopoli dan persaingamaigidak sehat pasal 1
huruf (e) adalah setiap orang perorangan atau badaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum vyadigkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilagghum negara
republik indonesia baik sendiri maupun bersama-samealui perjanjian
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgogkanomi.

Adapun bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:

a. Orang Perorangan vyaitu setiap individu yang melakukkegiatan
usahanya seorang diri.

b. Badan Usaha vyaitu kumpulan individu yang secarasamea-sama
melakukan kegiatan usaha . badan usaha dapat miekikan kedalam 2
kategori.

1) Badan Hukum misalnya yaitu perseroan terbatas

2) Bukan Badan Hukum misalnya firma atau sekelompa@a@ryang
melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Cos¢olerhana dari
sekelompok orang yang melakukan kegiatan usahaasetadentil
adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang molekerapa
pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yangokn
dengan syarat diberikannya imbalan sejumlah uang.

c. Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum negagublik indonesia.

d. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan padanjeenja
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e. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Perngertian amgsit luas bukan
hanya pada bidang produksi .

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang ingtlakukan
kegiatan usaha haruslah memenuh unsur-unsur ydal tsebutkan.
Adapun menurut hak pelaku usaha menurut Undangagndamor 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 6 adalah :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengaep&ieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ataga jayang
diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tinddé@msumen yang
tidak beritikad baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya alard penyelesaian
sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukttasa hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan barang dan gtma yang
diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pangundangan
lainnya.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan hak pelalahausnaka
sebaiknya ini dapat menjadi rujukan bagi para pelaksaha untuk
mendapatkan perlindungan apabila dibutuhkan dakbnah sengketa atau

masalah bisnis yang lain. Selain mempunyai hakkpelsaha juga memiliki



29

kewajiban sebagaimana yang ditelah ditentukan dalémdang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsunasaly yang meliputi:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujungamai kondisi dan
jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi peajelpenggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara berar jdjur dan
tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diprodudan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart barang dan/atau
jasa yang berlaku

e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk mengujia@anmencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jandiaiafatau garansi atas
barang yang akan dibuat dan/atau diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggarditas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan bdearigtau jasa
yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggardjaabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tiskeduai dengan
perjanjian.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban diatas nempgaedoman
bagi setiap pelaku usaha dan juga konsumen bahwarigAUundang telah

mengatur secara jelas dan tegas , dan barangreelpaggar ketentuan yang
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telah ditetapkan maka harus bersedia untuk menekoresekuensinya.
Karena dengan adanya peraturan membuat para pakdta tidak bisa
sewenang-wenangnya dalam melakukan kegiatan ugafia. b

Menjadi seorang penguasa pasar adalah keinginamasqralaku
usaha, karenapenguasaan pasar akan memiliki kigpelsif dengan tingkat
keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelalsaha. Untuk
mendapatkannya tidak jarang pelaku usaha melaktikdakan unfair dan
bertentangan dengan hukum. Pasal ini memang tidakinmskan berapa
besar punguasaan pasar atau berapa besar pangsagtaspelaku usaha,
namun satu pelaku usaha yang melakukan penguagsangkan mempunyai
posisi dominan di pasa.

Adapun penguasaan pasar yang dilarang menurut gddadang

No.5 tahun 1999 pasal 19 huruf a dan b tentangdara praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat adalah :

a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertemiuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

b. Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersaglsg¢hingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/apeusaingan usaha
tidak sehat.

Dari pasal tersebut maka pelaku usaha dilarangkumienolak dan
bahkan menghalangi pelaku usaha lainnya untuk mikdak kegiatan usaha

yang sama dan juga pelaku usaha dilarang untuk til@mapelaku usaha

% Mustafa Kamal Rokan. 201Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di
Indonesia Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 163.
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pesaingnya dari usaha yang sama karena hal tembuipakan praktik

monopoli dan persangian usaha tidak sehat. Jika Hitbungkan dengan
sebuah kasus dan putusan di latar belakang bahswa dari tindakan yang

dilakukan oleh aqua dengan distributornya adaldbuae kegiatan yang

dilarang karena tujuannya terlihat jelas salahrsauerdapat dalam pasal 19
huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Terjadinya suatu penguasaan pasar maka dapat mdkantketidak
seimbangan ekonomi dan akan menggangu, karenaupetaka lain terkena
imbas dari kegiatan curang tersebut untuk itu nakajaga keseimbangan
ekonomi haruslah di jaga agar antar sesama pelakahau dapat
mengembangkan produksi atas barang yang nantimyadi#tistribusikan.

Berkaitan dengan air dalam kemasan ada beberapiasnyang
menyatakan tentang pengertian air minum dalam kamasenurut SNI 01-
3553-2006 tentang air minum dalam kemasan adalalbakiu yang telah
diproses dikemas dan aman diminum mencakup air radindan air
demineral. Air mineral adalah air minum dalam keamagang mengandung
mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkaremainAir demineral
adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh mgiabses pemurnian
sepertiDestilasi, DeionisasiReverse Osmostan proses setara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Keputusan Mentri dResirian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/KHEROD3 tentang
persyaratan teknis industri air minum dalam kemadam perdagangannya

menjelaskan bahwa Standart Nasional Indonesia (&#d)ah standart yang
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telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasi@d@N] dan berlaku secara
nasional. Kualitas air merupakan hal yang sangating dalam proses
produksi serta semua industri harus memastikan ithsalair yang

digunakarf*

Berdasarkan dengan sebuah kasus yang telah dikkarukh latar
belakang maka penelitian ini dimaksudkan untuk retdwui lebih jelas
terhadap unsur-unsur perjanjian yang dilarang udtlakukan antara sesama
pelaku usaha yang sama dan penguasaan pasar séasypag sama juga,
khusunya dalam sebuah produk air minum dalam kem@¢dDK).

4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilakaanadilam
rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH#&a adalah suatu
perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatdamya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lauk unembayar harga
yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, temapnsur-unsur: perjanjian,
penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dasutem
terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jikadpk menimbulkan
kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat memamt kerugian
kepada produsen atas dasar tanggung jawab Kkoralaltontractual
liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi asakrkembang ke

arah hubungan yang tidak langsung melalui suattrilglisi dari pelaku

?'Http://Pengertiankomplit.blogspot.com/2016/07/petige-air-minum-dalam-kemasan-
amdk.html?m=1Diakses Pada Tanggal 17 Desember Pok8l 17:00 WIB.
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usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada algdun,ke pengecer baru
sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdaphtingan kontraktual
(perjanjian) antara produsen dan konsuRifen.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tig@kjalankan
kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukauhan
(complair) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengamnapjian pada
saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalauatu kontrak atau
perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesdi&amjibannya dengan
baik maka pelaku usaha telah melakukan prestaapitgka pelaku usaha
telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajipandengan baik maka
akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidergi jadalah tidak
terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimasinya yang telah
disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasnembawa konsekuensi
timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntiitag yang melakukan
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau pemgga Ada tiga macam
bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memieprgstasi, wanprestasi
terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tgkpurna memenuhi

prestasi.

C. Wanprestasi
Wanprestasi default atau non fulfilment,ataupun yang disebutkan juga

dengan istilabbreach of contragtyang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan

22 “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen”

melaluiwww.soemali.dosen.narotama.ac dilbkses pada tanggal 5 September 2018.
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prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya ydepahkan oleh kontrak
terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimakanddalam kontrak yang
bersangkutan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apengy dijanjikannya,
maka dikatakan ingkar janji. Atau juga ia melanggenjanjian, bila ia melakukan
atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukanfgkataan wanprestasi
berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prdsiask>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seoranguletapat berupa empat
macam?*

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakugkann

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidddagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaktbdilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (sitdovey atau debitur
sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diakaa beberapa sanksi atau
hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagitdelyang lalai ada
empat macam, yaittr

Pertama : membayar kerugian yang diderita olehitknegtau dengan

singkat dinamakan ganti rugi

Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakamepahan

perjanjian

2subekti.Op. Cit, halanan4s.
241 1h;

1bid.
“lbid.
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Ketiga . peralihan resiko

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampailkdipskan didepan

hakim

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibatgydegitu penting,
maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si begutaelakukan wanprestasi
atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnyausalibuktikan di muka hakim.
Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakawdaeseorang lalai atau
alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengepat kapan sesuatu pihak
diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dal@al beli barang misalnya
tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantamkaiusipembeli, atau kapan si
pembeli ini harus membayar uang harga barang fadiam hal seseorang
meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapamgutu harus dikembalikan.
Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakwkanprestasi ialah
dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakuksesuatu perbuatan.
Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggaranjian. la melakukan
wanprestasi.

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakahahe lalai untuk
memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain waapresda kalau debitur tidak
dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wargsiesitu di luar
kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apahiéam dpelaksanaan
pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang wg&iumaka seorang kreditur
dipandang perlu untuk memperingatkan debitur aganemenuhi kewajibannya,

yang disebut somasi.
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Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, makatlkretdipat menuntut
debitur melaksanakan prestasi, ataupun kredituatdapminta debitur membayar
ganti rugi kepada kreditur.Kreditur juga dapat nmmi keduanya, yaitu
pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kemugang dapat dituntut oleh
kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa panggn biaya-biaya
kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan dikaebabadanya

kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, sepeng yartera dalam

Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bbogga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmexditiar.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwggeemtian kerugian
yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan da&rtuk uang. Dewasa ini,
menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensiigien dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil yaitiatsi kerugian yang diderita
kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau bendagdati rugi imateriil yaitu
suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yangkKithernilai uang, seperti rasa

sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

D. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Indonesia memberlakukan undang-undang Hukum Pegsaipang diatur
dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktekddoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Sama dengan undang-undang alijaéregara lainnya maka
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UU No0.5/1999 dalam pasal 30 sampai dengan PasaleBibentuk suatu Komisi
independen yang disebut dengan nama Komisi Pengamssingan Usaha atau
KPPU (Komisi).

KPPU adalah komisi negara penegak hukum persainigan Pemberi
Saran Pertimbangan sementara peran pengatur (@@yulzerada di tangan
Pemerintah. Status yang diberikan kepada KPPU ladaébagai pengawas
pelaksanaan Undanng-Undang Anti Monopoli. Statusuhnya adalah sebagai
lembaga independen yang terlepas dari pengarud lssktiasaan pemerintah dan
pihak lain. Anggota KPPUdiangkat dan diberhentikaleh Presiden atas
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keteninawajar karena KPPU
melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemersgdhngkan kekuasaan tinggi
pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikidak berarti KPPU
dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bebas aapuar tangan Pemerintah.

Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DR&kuturut serta
menentukan dan mengontrol pengangkatan dan penmbre anggota
KPPU?*Melihat perilaku yang sudah tertanam sejak lamardangental dengan
kurangnya pengetahuan bahwa perilaku tersebut agapaghambat persaingan,
maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan gakkan prinsip-prinsip
hukum yang diatur dalam UU No0.5/1999. KPPU tentuutamempersiapkan
penyelesaianremedy yang terbaik dengan mencoba mengubah perilaku dar
yang permisif dan biasa menjadi lebih awas terhgol@psip-prinsip Hukum

Persaingan.

% Yuliana Juwita. 2012. Larangan Persengkongkolamd@e Berdasarkan Hukum
Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturamdaliesia dan Jepandesis. Fakultas
Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
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KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempuryas tganda, yaitu
selain menciptakan ketertiban dalam persaingan augapa berperan untuk
menciptakan dan memelihara iklim persaingan usamg kondusif. Meskipun
KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus hukum peyaaiusahd’

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesimaN 75 Tahun
1999, KPPU memiliki kewenangan-kewenangan khusysade Komisi yang
meliputiZ®
1. Menerima laporang dari masyarakat dan atau darapeaksaha tentang

dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau pegsainisaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatseha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkaradieya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tegphakiasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidakt g@ng dilaporkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemlkh komisi sebagai
hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemerigasatentang ada atau
tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingahaitidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakpledanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli datapeorang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketenhgamg-undang ini;

2T ki
Ibid.
%8 pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 teritangngan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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7. Meminta bantuak penyidik untuk menghadirkan pelakaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud euddn huruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan komisi;

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalasitaknya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelakbhauyang melanggar
ketentuan undang-undang ini;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, doku atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10.Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanygi&erdi pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat;

11.Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usahag ydiduga
melakukan praktek monopoli dan atau persainganausaék sehat;

12.Menjatuhkan sanksi berupa tindakkan administragfdda pelaku usaha yang
melangggar ketentuan undang-undang ini.

Atas dasar kewenangannya yang bear tersebut makasKmemiliki
beberapa tugas yang melipthi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapagngakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingahaidak sehat;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dantiadakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momajaol atau peraingan

usaha tidak sehat;

# pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 teritangngan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adaeygalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya prakteRopoli yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ginsaingan usaha tidak
sehat;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijgianerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau peraaingaha tidak sehat;

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkait@amgan undang-
undang nomor 5 tahun 1999;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil keaisi kepada Presiden
dan Deawn Perwakilan Rakyat.

Komisi juga diberikan kewenangan dan tugas yangaatuas yang
meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif ea konsultatif. Sehingga
dariberbagai pendapat melihat bahwa KPPU dapatatdiia bersifat multifungsi
karena memiliki wewenang sebagai investigatorgstigative function penyidik,
pemeriksa, penuntutpfosecuting function pemutus ddjudication functioh
maupun fungsi konsultatifcénsultative function Dengan melihat kedudukan
KPPU yang ada maka sebenarnya kedudukannya rstatib dengan lembaga
pemutus administratif yang lain karena pada dasakeyvenangan yang melekat
pada KPPU adalah kewenangan yang bersifat adnaitiistr

Kewenangan Komisi yang cukup strategis adalah peoasultatif ketika
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemedalaim hal yang berkaitan

keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakanoeni. Kewenangan
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Komisi yang menyerupai lembaga yudikatifadalah keamgan komisi

melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus akhirnya menjatuhkan
hukuman administratif atau perkara diputusnya. &nijuga kerwenangannnya
menjatuhkan sanksi gantu rugi atau denda kepald@aoer Kewenangan legislatif
pada KPPU adalah kewenangan Komisi menciptakantysara bak secara
internal mengikat para pekerjanya, maupun ekstée@da publik. Kewenangan
eksekutif adalah ketika melaksanakan atau menge&sdéewenangan yang
diberikan oleh UU No.5 Tahun 1999 dalam mengavedanpya undang-undang.

Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak degpentingan umum,
KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang memahg-hak subyektif
perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementindéepentingan umum
daripada kepentingan perorangan dalam menangaaadygelanggaran Undang-
Undang Anti Monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuamdang-Undang Anti
Monopoli yang tercantum pada pasal 3 huruf a, yatemjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagkih satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penanganan perkara oleh KPPU baik persekongkoladertemaupun
perkara lain yang melanggar Undang-Undang Anti Mpatioberdasarkan atas
laporan pelapor, laporan pelapor dengan ganti mean inisiatif Komisi. Pada
laporan pelapor berupa pengaduan ke KPPU dilakdkaigan prosedur sebagai
berikut:

1. Laporan ditujukan langsung kepada Ketua KPPU demmaihal Laporan

atau Pengaduan;
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2. ldentitas Pelapor, Pelapor mencantumkan identiagkiap yang dapat
dihubungi, yaitu setidak-tidaknya mencantumkan Naeregkap- Alamat
lengkap- Nomor telepon/faks;

3. ldentitas Terlapor, Pelapor mencantumkan identieagkap pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antondgdoli.
Setidaknya mencantumkan keterangan mengenai: Nangkdp- Alamat
lengkap- Nomor telepon/faks. (Pihak Terlapor daghih dari satu);

4. Penjelasan Kronologis Kejadian, Pelapor menjelaskanara jelas dan
lengkap peristiwa-peristiwva yang melatarbelakamgjatlinya pelanggaran.
Penjelasan ditulis dengan Bahasa Indonesia yarkgdaa benar, sederhana
serta difokuskan hanya pada penjelasan mengenaadygelanggaran;

5. Dugaan Pasal yang dilanggar, Pelapor menentukat pesa dari Undang-
Undang Anti Monopoli yang diduga dilanggar oleh [@por, Perlapor juga
menjelaskan indikasi pelanggaran yang telah dilakutdeh Terlapor untuk
masing-masing pasal;

6. Dokumen Pendukung, Pelapor sebaiknya melampirk&urden-dokumen
yang dapat dijadikan alat bukti dugaan pelanggdfadang-Undang Anti
Monopoli;

7. Saksi-saksi, Pelapor sebaiknya melampirkan idenpidfaak-pihak yang dapat
dijadikan saksi.

Prosedur pemeriksaan dan pemutusan perkara olelJ KR beberapa
tahap, yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Laporan atau Indikasi Terjadigtanggaran
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Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap parakpiaag dicurigai baik
dengan adanya laporan maupun berdasarkan ataifrkd?PU sendiri dari
hasil penelitian para staff KPPU. Sebelum langkalargutnya, KPPU dapat
melakukan prosebearing atau dengar pendapat dalam upaya memutuskan
apakah pemeriksaan selanjutnya diteruskan ataki tida

2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Pendahuluan adalah proses Komisi unereliti dan atau
memeriksa apakah suatu Laporan dinilai perlu atdaukudilanjutkan kepada
tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pada tahap pemeriksa@agahuluan tidak
hanya laporan yang diperiksa, nhamun pemeriksaamy yhlakukan atas
inisiatif Komisi juga wajib melalui proses Pemeaks Pendahuluan ini.

3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan
Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemerikisamatau penyelidikan
yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjeirneriksaan Pendahuluan.

4. Tahap Eksekusi Putusan Komisi
Apabila Keputusan Komisi menyatakan terbukti adgmsouatna melanggar
ketentuan UU N0.5/1999, maka proses selanjutnya b&danjut kepada
tahap eksekusi putusan Komisi.

UU No0.5/1999 memberikan upaya hukum kepada pihak yeerkeberatan
terhadap putusan KPPU. Tidak sebagaimana lazimalkandhukum acara yang
ada, UU No0.5/1999 mengatur bahwa upaya ini diseterigan keberatan
danbukan banding. Walaupun demikian, asumsi setapg bahwa upaya hukum

keberatan ini diartikan sebagai upaya hukum bandiregdapat skema yang
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menggambarkan kemungkinan terjadi setelah putusBRWK skema tersebut
merupakan kemungkinan yang dilakukan para pihak @téusan yang dilakukan
para pihak atas putusan KPPU oleh pelaku usahaajag upaya keberatan ke
pengadilan negeri tempat kedudukan pelaku usalzmiat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah menerima pemberitahuan putessebut. Setiap pelaku usaha
yang keberatan atas putusan KPPU masih dapat mjeisupgkan haknya ke
Pengadilan Negeri melalui upaya hukum keberatgrdangan pembatasan waktu
14 hari sejak salinan putusan diterima oleh paraakpidan memberikan
putusananya dalam waktu paling lama 30 (tiga puhdw) sejak dimulainya
pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya apagibilak terlapor masih
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dakmeriksa keberatan, maka
mereka dapat mengajukan permohonan Kasasi kepadkaliah Agung. Kasasi
diajukan dalama waktu paling lambat 14 (empat bdias dan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diteridahkamah Agung harus
memberikan putusannya. Pengadilan negeri yang dimtaladalah pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundanggendayang berlaku di

tempat kedudukan hukum pelaku us&ha.

% pasal angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198@rg Larangan Praktek
Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Dapat Dikatakan Dilarang Untuk Dilakukan Oleh Pelaku
Usaha Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Pengertian praktik monopoli adalah pemusatan kekuakonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkarasi#nya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentuggahimenimbulkan usaha tidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan urffdan persaingan tidak sehat
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam mekgald®giatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakigkeyan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangnigama Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peagemnonopoli adalah
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran lwEraragjau atas penggunaan
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satmpgelopelaku usah¥.

Banyak pihak yang berpotensi menderita kerugiarg ydiakibatkan oleh
merger, seperti pemegang saham minoritas, karyakvaditur, dan masyarakat.
Kerugian pada mansyarakat dapat timbul antaraKarena merger berdampak

pada berkurangnya persaingan yang pada gilirankesa mengakibatkan naiknya

31 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 188%rg Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

% pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 168frg Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

45
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harga atau berkurangnya jumlah barang di pasaanbgembahasan persaingan
umumnya menggunakan istilah merger sebagai penyapgrmanen dari
perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terpisatumHuersaingan tidak
begitu mempersoalkan apakah merger tersebut didekdkngan saling menukar
saham ataupun pengambilalihan kekayaan antaraghexars yang satu dengan
lainnya. Dengan kata lain, merger di sini dapat ipaél penggabungan,
pengambilalihan, peleburan, amalgamasi (penyatuamdu bentuk bentuk
penyatuan lainnya. Penggunaan istilah merger dbsnsifatinterchangeable
Larangan merger pada Undang-Undang Larangan Prakbelopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana pergenainsan merger lainnya,
di Indonesia larangan merger bersifat rule of readderger diperbolehkan
sepanjang tidak mengurangi peraingan secara sskdtaPasal 28 ayat (1)
menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukarggpbungan atau
peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkadlitgiq praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat (2) paselanjutnya menyatakan
bahwa pengambilan saham perusahaan lain juga milarapabila dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau ggegan usaha tidak sehat.
Ayat (3) dari pasal yang sama kemudian menyatahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai penggabungan atau peleburan badan usahjagdapengambilalihan
saham perusahaan diatur dengan Peraturan PemeAtialya merger guideline
nantinya masih akan diatur lebih lanjut dengan PRetad, akan tetapi
berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 TaH@ té8sebut, penguasaan

pangsa pasar lebih dari 50% oleh satu atau satmkek pelaku usaha atau
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penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh duatigta atau kelompok
pelakuusaha adalah per se ilegal. Penggabungahupah atau pengambilalihan
yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannydefrihi jumlah tertentu wajib
diberitahukan kepada Komidi jadi prosedur notifikasi harus dilakukan oleh
pelaku usaha yang memenuhi ketentuan tersebutaBeng untuk menjadi lebih
besar, kuat, dan efisien pada dasarnya adalah drakias pengusaha. Dalam
keadaan-keadaan tertentu hal ini dapat mendororgaipgan atau setidaknya
bermanfaat bagi mansyarakat. Akan tetapi tidak pldpat disangkal bahwa
perusahaan yang terlalu bersar dan kuat sangat hmudamanfaatkan
kelebihannya itu dengan cara-cara yang merugikasapgan. Kata kuncinya
adalah merger sebaiknya tidak mengganggu, tetapidomeng persaingan.
Perjanjian yang dilarang selanjutnya dalam Babdldtur mengenai beberapa
pasal tentang Perjanjian yang Dilarang yaitu dasaP4 sampai Pasal 16, yaitu:
Perjanjian Oligopoli yaitu dimana pelaku usaha rdilg membuat
perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secaraatma-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barangtaanjaga yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan pegse usaha tidak seht.
Oligopoli bisa terjadi dengamnplicit verbal negotiationmisalnya ketika
setiap pelaku usaha mengadakan konprensi pers amngumumkan beberapa
hal yang berkaitan dengan kebijakan usaha sepemmintaan dan penawaran.
Semakin rinci pengumumannya akan semakin mungkjadieimplicit verbal

negotiation diantara pelaku usaha. Apabila setiap pelaku usaha

% pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
% pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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mengadakankonpensi pers secara terus menerus damitée, maka akhirnya
mereka akan sampai kepada harga yang identik.ndberarti melahirkan akibat
yang sama dengan negosiasi agreemenbiasa.

Perjanjian penetaan harga (price fixing) dimanaalpelusaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingmyk menetapkan harga
atau mutu suatu barang dan atau jasa yang haragadimleh konsumen atu
penggan pada pasar bersangkutan yang $ama.

Perjanjian pelaku usaha dilarang membuat perjaypay mengakibatkan
pembeli yang satu harus membatar dengan hargabenbgda dari harga yang
harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang daau glasa yang sama
(diskriminasi hargaj®

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuletapkan harga di
bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan eygagersaingan usaha tidak
sehat’Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengakypeisaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang danagtatigak akan menjual atau
memasok kembali barang dan atau jasa yang diteyematengan harga yang
lebih rendah daripada harga yang telah diperjamjikeehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakt ¥h

% pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 188fang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

% pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangnigan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3" pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangnigan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

% pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangnigan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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Salah satu alasan diadakannya perjanjian hargakaleddalah untuk
menghindariintra-brand competitiondi antara para distributor sehingga bisa
mengancam stabilitas jarangan ecerannya. Di sanipingungkin supplier ingin
juga mempertahankan persepsi para konsumennyalagrkaalitas produknya.

Dalam Hukum Persaingan penetapan harga jual kembaldisebut
dengan Resale Price Maintenancedimana pada umumnya menufaktur
menetapkan harga jual kembali kepada distributongde tujuan unutk
menghindarkanfree rider atau penumpang gratis:ree rider adalah seorang
pelaku usaha yang menikmati keuntungan dari petayanaupun usaha yang
dilakukan oleh orang lain tanpa mengeluarkan bidjigalnya bila ada seorang
retailer menjual suatau produk dan distributor memrian produk tersebut
sekaligus dengan pelayanan termasuk dalam harga praduk tersebut.
Sementara retailer yang lain menjual produk yamgastetapi tidak menawarkan
pelayanan yang lebih murah dari retailer ini dapanjual produk tersebut dengan
harga tambahan.

Pasal 9 mengenai Pembagian Wilayah, dimana pelalhaudilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingapg Yertujuan untuk
membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar wphbdrang dan atau jasa
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktekopmindan atau persaingan
usaha tidak sehat. Pada umumnya perjanjian baifatetujuan membagi wilayah
penjualan, konsumen atau produk dilakukan meladsegpakatan kartel diantara
para pesaing. Perjanjian ini dapat difasilitasi ahel asosiasi, pertemuan

informas| atau melalui organisasi antara para sasp@saing. Perjanjian dapat
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bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian inlacang karena pelaku usaha
meniadakan atau mengurangi persaingan dengan eandagi wilayah pasar atau
alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berartiyahlanegara Republik
Indonesia atau bagian wilayah negara Republik lagianmisalnya kabupaten,
provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagiayah pemasaran atau alokasi
pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atemasok barang, jasa,
atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa s@amamperoleh atau memasok
barang, jasa, atau barang dan j@Basal 10 mengenai Pemboikotan, dimana
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dendakipasaha pesaingnya, yang
dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakuisama yang sama, baik
untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luat negéau pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesainganyia menolak menjual
setiap barang dan atau jasa dari pelaku usahasédiimgga perbuatan tersebut
akan merugikan atau dapat diduga akan merugikaakpelsaha lain, atau
membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau elesdiiap barang dan atau
jasa dari pasar bersangkutan. Hal ini dapat jugebdit dengamroup boykot.
Pasal 11 mengenai Kartel dimana pelaku usaha kdgamembuat perjanjian,
dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksu# orémpengaruhi harga
dengan mengatur produksi dan atau pemasaran saetngbdan atau jasa dari
pasar bersangkutan.

Pasal 12 mengenai Trust dimana pelaku usaha djamembuat

perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukarja sama dengan

% penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahug 199
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membentuk gabungan perusahaan atau perusahaaapeasawoan yang lebih
besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankamgg&etman hidup masing-
masing perusahaan atau perseroan anggotanya, genguan unutk mengontrol
produksi dan atau pemasaran atas barang dan asau sphingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gtawsaingan usaha tidak
sehat.

Pasal 13 mengenai Oligopsoni dimana pelaku usahgadepelaku usaha
lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama msagypembelian atau
penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan hagdarang dan atau jasa
dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibategadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 14 mengenai integrasi vertikal dimana pelakaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yangjban untuk menguasai
produksi sejumlah produk yang termasuk dalam raagkproduksi barang dan
atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian ksodmerupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satgka#gan langsung maupun
tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjada@yaaingan usaha tidak sehat
dan atau merugikan masyarakat. Pada umumnya argasngrembenaran dari
tindakan melakukan Integrasi Vertikal adalah alapancapaian efisiensi yang
sebenarnya justru disarankan oleh undang-undangpiTyang menjadi perhatian
dari perilaku yang menghambat persaingan apabitusperusahaan ketika
menghadapi persaingan kemudian melakukansfer pricing Transfer pricing

adalah saat pelaku usaha memberikan hargayangregidah kepada perusahaan
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yang terintegrasi diatas atau dibawahnya dengamartumembuat biaya produksi
lebih rendah sehingga akan mengakibatkan harga yaal lebih rendah

dibanding pesaingnya karena biaya produksi yaradirébih rendah. Tujuannya
adalah menekan biaya yang terjadi di level terbaydani unit ritel ke tangan

konsumen) yang akan menjadi relatif lebih renddialilingkan dengan biaya
produk yang tidak berasal dari proses Integrasiikédr

Pasal 15 mengenai Perjanjian Tertutup dimana pelasaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yanguakepersyaratan bahwa
pihak yang menerima barang dan atau jasa hanyamakarasok kembali barang
dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu @anpaida tempat tertentu. Atau
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakplhin yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dadlakemusaha pemasok.

Jenis perjanjian tertutup yang lain adalah dimaelaky usaha dilarang
membuat perjanjian mengenai harga atau potongaya b@rtentu atas barang dan
atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaka ys&ag menerima barang
dan atua jasa dari pelaku usaha pemasok, yaitu:

1. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa laipe&laku usaha pemasok;
2. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang stauasajenis dari pelaku
usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaimagok.

Perjanjian ini disebut juga dengan Perjanjain Tapgutying) dan pelaku

biasanya memiliki kekuatan pasar pada salah saiduknya sehingga dapat
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memaksakan kehendak kepada pelanggannya untuk ragmiduk yang lain
yang belumtentu dibutuhkan atau menjadi pilihannya.

Pasal 16 yaitu perjanjian dengan pihak luar nedienana pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain @i lnegeri yang membuat
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya gkakbonopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.Beberapa kegiatan dilarxgng dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: Pasal 17 mengemaopoli ditingkat
penjualan ketika pelaku usaha melakukan penguaateen produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat merngakiliarjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatopiindi duga terjadi dengan
melihat pada struktur pasar bila pelaku usaha pdtutuga atau dianggap
melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasarang dan atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum adtagginya;

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak adapat mkswalam persaingan
usaha barang dan atau jasa yang sama;

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahguasai lebih dari
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenapatau jasa tertentu.

Pasal 18 mengatur tentang kegiatan Monopsoni \eijadi ditingkat
permbelian ketika pelaku usaha dilarang menguasaenmaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau gsadpasar bersangkutan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli aan dianggap menguasai

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggailagatu pelaku menguasai
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lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar gatis barang atau jasa

tertentu.

Penguasaan Pasar, dimana upaya untuk melakukamgsaag) pangsa
pasar ketika pelaku usaha dilarang melakukan satul@eberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dagragakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidzkt skapat berupa:

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkistamisebut juga dengan
Refusal to Deal

2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usa@ngeaya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pelaku usahanggrgaiitu;

3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang tdanjasa pada pasar
bersangkutan;

4. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usattartt.

Pasal 20 mengatur mengenai menjual rugi diman&kypelaaha dilarang
melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengametakukan jual rugi atau
menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksudmienyingkirkan atau
mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutdringga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gtawsaingan usaha tidak
sehat. Kegiatan menjual rugi ini disebut juga dengeedator Pricing Pasal 21
adalah kegiatan ketika pelaku usaha dilarang mkéakukecurangan dalam

menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yangijade bagian dari
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komponen harga barang dan atau jasa yang dapatakieatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 mengatur tentang kegiatan pelaku usaha yhlarang
bersengkongkol dengan pihak lain untuk mendaatkéormasi kegiatan usaha
pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasiaispbaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakt.seh

Pasal 24 melarang pelaku usaha untuk bersengkodgkglan pihak lain
untuk menghambat produksi dan atau pemasaran bal@amgtau jasa pelaku
usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dgassatang ditawarkan atau
dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang 8ari jumlah, kualitas

maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Rerjanjian
Yang Dilarang Dan Penguasaan Pasar

Salah satu peranan hukum di negara Indonesia adatak mengatur dan
menjagakegiatan ekonomi di Indonesia agar dapgléertertib dan seimbang.
Peraturanperundang-undangan pun berperan sebatmsamapengawas dan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelakuakagiekonomi di Indonesia,
antara lainmelalui pengaturan persaingan usahanddladang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli darsdegan Usaha Tidak
Sehat (UU 5/1999).

Selain itu, pembangunan bidang ekonomi pun dicagkan demi
terwujudnyakesejahteraan rakyat. Untuk mencapauatuj tersebut, maka

demokrasi dalambidang ekonomi memberi kesempatag gama bagi setiap
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pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalamwsps produksi dan pemasaran
barang dan/atau jasadalam iklim usaha yang setektjfedan efisien sehingga
dapat mendorongpertumbuhan ekonomi dan bekerjakgaomi pasar yang
wajar

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu aaersendiri yang
tidakdapat dihindari. Bagi beberapa pembisnis, gyegain berkonotasi negatif
karena bisamengancam bisnis karena takut akan raedkuwya profit atau
konsumen lebihmemilih harga rendah dari pesaingnidapada kenyataannya
tidak demikian.Persaingan yang sehat dapat menaperiial yang baik bagi
pebisnis, pesaing itusendiri dan bahkan para pgéang

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatsahanya
berasaskandemokrasi ekonomi dengan memperhatikaeinkegangan antara
kepentingan pelakuusaha dan kepentingan umum. grAdadang (UU)
persaingan usaha adalahUndang-undang No. 5 Tahe® teitang Larangan
Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehaty yaertujuan untuk
memelihara pasar kompetitif daripengaruh kesepakakan konspirasi yang
cenderung mengurangi dan ataumenghilangkan pessairepedulian utama
dari UU persaingan usaha adalahpromoting competititan memperkuat
kedaulatan konsuméh.

Monopoli adalah  komponen utama yang akan membuat

kekayaanterkonsentrasi ditangan segelintir kelongabkngga dapat menciptakan

“Rai Mantili, dkk. “Problema_ka Penegakan Hukum Biegan Usaha di Indonesia
Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukueélam Jurnal PJIHVolume 3 Nomor 1 Tahun
2016.

“Mashur Malaka. “Praktek Monopoli Dan PersainganHasadalam Jurnal Al'AdIVol.
7 No. 2, Juli 2014.



57

kesenjangansosial dan ekonomi. Kepemilikan dan ysssan aset kekayaan
ditangan individuadalah sesuatu yang diperbolehlkéamun demikian ketika
kebebasan tersebutdimanfaatkan untuk menciptalkedteprpraktek monopolistik
yangmerugikan, maka adalah tugas dan kewajibanraegatuk melakukan
intervensi dankoreksi.

Secara substansial, ada tiga bentuk larangan dmd&lU No 5 Tahun
1999,yaitu; a) perjanjian yang dilarangsebagaimary terdapat di dalam Bab
[ll dari Pasal 4 sampai Pasal 16. b). Kegiatanyditegang terdapat pada Bab IV
yang rinciannya dimuat dari Pasal 17 sampai Pasal24ang terakhir larangan
yang berkaitandengan posisi dominan terdapat dinddbab V dari Pasal 25
sampai Pasal 25.

Menurut ketentuan undang-undang, sebab yang hadhmduatu
perjanjian adalah apabilaperjanjian tersebut tidd&rangoleh undang-undang,
tidakbertentangan dengan kesusulaandan ketertibanmu atauterpenuhinya
persyaratan obyektifdari suatu perjanjian berupay@@an atau suatu hal
tertentudan obyek dari perjanjian tersebuttidakarditg.Dalam melakukan
aktivitas usahabagi pelaku usaha barang dan asaujasreka selalu diawasi
olehkomisi pengawas persainganusaha agar kegiatakup usahatidak
melakukan praktek monopolidan atau melakukan pegaausaha tidak sehat.
Secara umumtugas dari komisi pengawaspersainganha usadalah
melakukanpenilaian terhadap perjanjian yangdibakitke usaha agar tidakterjadi

praktek monopoli dandapat mengakibatkan terjadipyaktek monopoli dan

“’Azhari Akmal Tarigan. “Praktek Monopoli Dan Persggn Usaha Tidak Sehat Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islardalam Mercatoriavol. 9 No. 1/Juni 2016.
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persainganusaha tidak sehat. Secara teoritisaphiidpati oleh komisipengawas
persaingan usahaadanya pelaku usaha yangmembjaatjiparyang dilarangoleh
undang-undang antimonopoli, maka akibat hukumyangnbul dari
perjanjiantersebut adalah sebagai berikut :
1. Sanksi-Sanksi Administrasi
Akibat hukum dari perjanjian yang dilarang dantethlakukan oleh
pelakuusaha adalah perjanjiantersebut batal denkurhdan adanya
sanksiadministrasi berupa :

a. Penetapan pembatalanperjanjian yang dilarangdalanmdarng)-
UndangAnti Monopoli

b. Perintah kepada pelakuusaha untukmenghentikanpelaks dari
isiperjanjian,

c. Penetapan pembayaranganti rugi yang akandiberigpada pelakuusaha
dan kepada pihaklain yang dirugikan.

d. Pengenaan dendakepada pelaku usahayang denganjaganga
menyebabkanpelaku usaha lain rugidan menyebabkdakra
monopoli,dengan denda sebesarRp. 1.000.000.0Q0,4fsidiar rupiah)
dansetinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,- (duapuilmia miliarrupiah).
13 Hal tersebutdiatur dlam ketentuanpasal 47 UnaashgngNomor 5

Tahun1999.
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2. Sanksi-Sanksi Pidana
Terhadap pelaku usaha vyang tetap melakukan kegiatan
usahaberdasarkan perjanjian yangdilarang sebagaindimaksuddalam
ketentuan Undang-Undang anti Monopoli tersebut,ipesktelah dijatuihi
hukumansanksi administrasi, makaterhadap pelakuhausirsebutakan
dikenakan sanksi pidanaberupa Pidana Pokok yamgrdi@édam Pasal 48 UU

No. 5Tahun1999 yang pada pokoknyamenyatakan sebagiit :

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,9 sampali P46 sampai
19,25,27 dan 28 diancam dengan pidana denda sareedahnya Rp.
25.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- atau
pidana kurungan penganti dendan selama-lamanyéa6.bu

b. Pelanggran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai 8 Pa20 dengan
Pasal 24 dan 26, diancam pidana denda serndahhrgradaRp.
5.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- atau pidana
kurungan penganti denda selama-lamanya 5 tahun

Selanjutnya yang tergolongdalam pidana tambaharandasus
pelanggaran terhadapketentuan undang-undang ampabbiberupa :

a. Pencabutan izin usaha

b. Dilarangnya pelaku usaha yang telah terbuktimelakuk
pelanggaranterhadap Undang-UndangAnti Monopoli kmanduduki
jabatan direksiatau komisaris, sekurangkurangnyaBurt selama-
lamanya5 tahun dan setelahjangka waktu dilewatibadia bisa

menduduki lagijabatan tersebut;
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c. Tindakan penghentianterhadap kegitan-kegiatanatadakan tertentu
yangmenyebabkan timbulnyakerugian kepada pihak lain

Berkaitan dengan hal tersebut,sanksi pidana tephgadakuusaha
yang melakukanpersaingan curang dan dapatmenimbulkarugian
pelakuusaha pesaingnya, maka menurutketentuan Béadlis KUHPidana
diancam dengan pidanapenjara paling lama satu eampat bulan atau
pidana dendapaling banyak tiga belas riburupiah.

3. Sanksi Hukum Perdata

Terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian
dilarangsebagaimana dimaksud dalamketentuan Undadgng
AntiMonopoli dan menyebabkanpersaingan curang ydagatmerugikan
pelaku usahapesaingnya, maka menurutketentuan £asgiat 2 huruf f dan
gbagi pelaku usaha yangdirugikan dapat menuntuttirggn atau
denda.Sejalan dengan hal tersebut bagipihak yangasmedirugikan
olehpihak pesaing usahanya, jugadapat melakukanat@ug perdata
berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimarekslicipasal 1365
KUHPerdata. Dalamhal ini hukum vyangdilanggar adaldtukum

antimonopoli.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang MelakukaPerjanjian
Yang Dilarang Dan Pengusaan Pasar
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999tentang Larangakték Monopoli
danPersaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah digkdarpada tanggal 5 Maret

1999 dan efektif berlaku 5 Maret tahun 2000. Daladamng-undang ini telah
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mengatur mengenaitata cara penanganan perkaraagsebagditentukan dalam
Pasal 38 sampai dengan Pasal46 yang kemudian dimeptasikan lebihlanjut
dengan Peraturan Komisi PengawasPersaingan UsahaONoTlahun 2006
tentangTata Cara Penanganan Perkara di KPPU iatadpkengganti dan
menyempurnakanKeputusan Komisi Pengawas Persaingan
UsahaNO0.05/KPPU/KEP/1X/2000 Tahun 2000 TentangTassa Penyampaian
Laporan danPenanganan Dugaan Pelangagaran TerhmatiapgJUundang Nomor

5 tahun 1999.

Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan terhadappelaibauyang melanggar
ketentuanundang-undang tersebut yang terdapat didgat Pasal 47 sampai
Pasal 49, diantaranya :

1. Sanksi administratif
2. Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Setiap Undang-undang Antimonopolididunia ini memyaintujuannya
masing-masingdan hampir semua Undang-undangAntipadingang ada didunia
ini  mempunyaitujuan yang sama, Yaitu yang pertarsaiukmelakukan
pencegahan pembatasanpersaiangan, sehingga ekoledwhi efisien,demi
kepentingan konsumen dan untukkepentingan nasiobaln yang kedua
adalahsecara ekonomi Undang-undang Antimonopokladial supaya pendapatan
di bagi-bagi didalam ekonomi pasar.Demikian jugal&hg-undangAntimonopoli

Indonesia menetapkan tujuannyadidalam pasal 3j:yait
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1. Menjaga kepentingan umum danmenigkatkan efisiendkcon@mi
nasionalsebagai salah satu upaya untukmeningkk#ssjahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusifmelalui pengatu persaiangan
usahayang sehat sehingga menjamin adanyakepasg@mpatan berusaha
yangsama bagi pelaku usaha besar, pelakuusaha gagneian pelaku usaha
kecil

3. Mencegah praktek monopoli dan/ataupersaiangan usdhk sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalamkegiatsaha.

Dari keempat tujuan Undang-undangAntimonopoli inapat juga
dirumuskanmenjadi dua tujuan pokok yaitu tujuaniddibgekonomi dan tujuan
diluar ekonomi.Didalam Pasal 3 huruf a ditetapkajuanundang-undang ini
untuk menjaga kepentinganumum dan meningkatkaneef@sekonominasional.
Jadi kedua tujuan tersebut adadidalamnya salindabggingan, yaitumenjaga
kepentingan umum yang merupakantujuan diluar ekgngang memberikan
rasaaman dan pasti kepada semua pelaku usahadgerakas didalam berusaha,
danmeingkatkan ekonomi nasional adalahmerupakaartigknomi.

Didalam huruf b Pasal 3, ditetapkan lagitujuan ekonyaitu mewujudkan
iklim usahayang kondusif dan adanya persaiangahaysag sehat, sehingga
menjamin adanyakepastian kesempatan berusaha dagupsaha besar, pelaku
usaha menengah, danpelaku usaha kecil. Undang-gndiaimemberikan
kesempatan yang sama kepadasemua pelaku usatentdidahjalankanusahanya

masing-masing, ini mencakup tujuanekonomi dan jugguan diluar
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ekonomi.Kemudian didalam huruf ¢ Pasal 3ditetapksahwa tujuan undang-

undang inimencegah praktek monopoli dan/ataupergara usaha yang tidak
sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha yang jugspa&an tujuan ekonomi.

Ini adalah fungsipersaingan yang normal dari sebn@angundangAntimonopoli

yang ada didunia ini. Danjaminan adanya efisiengiaj merupakantujuan

ekonomi. Dihindarkannya praktekmonopoli dan persgaa usaha tidak sehatdan
dapat mencegah adanya kosentrasiekonomi ditangaentte atau ditangan

satukelompok tertentu, yang merupakan tujuanekonbidalam huruf d Pasal 3

jugaditetapkan tujuan ekonomi yaitu terciptanyat¥éks dan efisiensi dalam

berusaha.

Jadi pada prinsipnya tujuan undang-undangini adayditu tujuan bidang
ekonomi dantujuan diluar ekonomi. Kalau tujuan ekuoiercapai yaitu
meningkatnya ekonomi nasional,maka tujuan diluaonekni juga akan
tercapai,yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyalarbpelaksanaan Undang-
undang Antimonopolioleh para praktisi hukum, pelaksaha dankhususnya
Komisi Pengawas Persaingan Usahaperlu kiranya nmbajgean kedua
tujuantersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonondmas$ dan kesejahteraan
rakyat Indonesia.Semua pihak yang berkaitan demjakganaan penerapan
Undang-undangAntimonopoli tersebut harus tahu @aarskan tujuan Undang-
undang Antimonopoli tersebut, dengan demikian seminak yangberkaitan
dengan semua pelakasanaanUndang-undang AntimontggeBbutmempunyai
arah dan tujuan yang sama yaitumeningkatkan ekonasibnal dankesejahteraan

rakyat Indonesia, yangmerupakan tujuan UUD 1945.
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Untuk mengawasi persaingan usaha ditanahair aganiptge iklim
persaingan usaha yangsehat sebagaimana diingifsdat/ndang-Undang Nomor
5 tahun 1999, makapemerintah dengan persetujuanm@RRentuk komisi
pengawasan persainganusaha (KPPU). KPPU ini adsd@nah komisiyang
independent yang anggotanya diangkatoleh Presi@desnparsetujuan DPR yang
tugasutamanya memonitor danmengimplementasikan ngadadang Nomor5
tahun 1999.KPPU dipimpin oleh seseorang ketuamk&eangebagai anggota,
seorang wakilketua yang juga merangkap sebagaioadmn minimal 7 (tujuh)
orang anggota. Komisi inibertanggung jawab kepa#si®en, denganmasa tugas
selama 5 (lima) tahun dan dapatdiangkat untuk &alu masa tugas lagi.
Untukmembantu kelancaran tugas-tugasnya KPPUdibaletu sekertariat dan
satu kelompokkerja.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5tahun 1933vé&dang KPPU
adalah :

1. Menerima laporan dari dan atau daripelaku usahi@rigndenganterjadinya
praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidakt.seh

2. Melakukan penelitian tentang dugaanadanya kegistaha dan atautindakan
pelaku usaha yang dapatmengakibatkan praktek mbrdgatau persaingan
usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan ataupemeriksaan terh&daps dugaanpraktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat y#agorkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usahaatau yang ditenalkd komisisebagai

hasil dari penelitiannya;
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4. Menampilkan hasil penyelidikan danatau pemerikdeatang ada atautidak
adanya praktek monopoli danatau persaingan usagditagehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang didugatelah melakukan
penyelewenganterhadap ketentuan undang-undang ini.

6. Memanggil dan menghadirkan saksi,saksi ahli, dartiapse orang
yangdianggap mengetahui pelenggaranterhadap katentuwlang-undang ini;

7. Meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan paraakpel usaha,
saksisaksiahli, atau setiap orang bagaimanadimakswadif c¢ dan f
yangtidakbersedia memenuhi panggilankomisi.

8. Meminta keterangan dari instansipemerintah  dalam itarkaya
denganpenyelidikan dan atau penulisanterhadap pelakaha yang
melanggarketentuan undang-undang ini.

9. Mendapatkan, meneliti dan ataumenilai surat, dokyna¢au alat buktilain
guna penyelidikan dan ataupemeriksaan.

10.Memutuskan dan menetapkan adaatau tidak adanyai&erpihakpelaku
usaha lain atau masyarakat.

11.Memberitahukan putusan komisikepada pelaku usahg galugamelakukan
praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidakt.seh

12.Menjatuhkan sanksi berupa tindakanadministratif akiep pelaku usaha
yangmelanggar ketentuan undang-undarigini.

Adapun prosedur penanganan perkaramonopoli daraipgas curang

yaitu pihak-pihakyang dapat mengajukan perkaradatesan telah terjadi praktek

3 pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
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monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat &kpadsi pengawasan

persaingan usaha. Adapunpihak yang dapat mengaiykayaitu :

1. Anggota masyarakat luas.

2. Pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang baglatan, misalnya
pelakuusaha pesaing.

3. KPPU sendiri

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduanatau gugatgnditunjukan
kepadaKPPUdilakukan selambat-lambatnya 30 (tigalpbbri setelah pengaduan
tersebut diterima danharus diputuskan apakah proseeriksaantersebut layak
diteruskan atau tidak.Pelaku usaha yang diadakaren&a dicurigaitelah
melakukan praktek monopoli dan ataupersaingan udatek sehat wajib
bekerjasama atau beritikad baik untuk meluncurkases pemeriksaan dengan
misalnyamenyerahkan alat bukti yang diperlukan danberikan keterangan
serta bersediadiperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunyapemeriksaan lamjutanaka
prosespemeriksaan lanjutan tersebut paling laman@@f puluh) hari. KPPU
wajib membacakanputusannya secara terbuka selamietnya30 (tiga puluh)
hari sejakditerimanya pemberitahuan, tersebut, kpekaha itu wajib
melaksanakan isi putusan KPPUtersebut. Apabilaabgkaitan keberatanterhadap
isi putusan KPPU tersebut. Apabilayang bersangkutaberatan terhadap
isiputusan KPPU, maka dia dapat mengajukankebébataging ke Pengadilan
Negeri.Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulaiergksa permohonan

banding tersebutdalam waktu 14 (empat belas) bgkditerimanya permohonan
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banding, dan jangkawaktu pemeriksaan itu adalafti§@ puluh)hari. Terhadap
Putusan Pengadilan Negeridapat pula dimintakanskdsagsung keMahkamah
Agung yang kemudian MahkamahAgung harus menjatuhkausannya

dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggaldibamya permohonan kasasi
tersebut.

Apabila pelaku usaha terbukti bersalah tidakjugéksanakan isi petugas
KPPU dan tidakpula banding ke Pengadilan Negerikamd&PPUdapat
menyerahkan suratnya itu ke penyidikuntuk dilakukpenyidikan sesuai
denganhukum acara pidana yang berlaku. PetugasKiird¢but dianggap
merupakan buktipermulaan yang cukup bagi penyidiktukmelakukan
penyidikan.

Adapun sanksi hukum yang dapatdiputuskan KPPU &angadilan
Negeriadalah:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomohimntd999, komisi
pengawaspersaingan usaha yang terbukti menjatudniesis administratif
terhadap pelaku usahayang terbukti melakukan ptnbuaelawanatau melanggar
hukum terhadap UU tersebutsanksi administratietaus yaitu berupa:

1. Pembasan perjanjian oligopoly,oligopsoni, penetapanharga

horizontal,penetapan harga vertikal, perbedaanhapganbagian pasar,
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pembatasanpasar boikot, pembentukan trustperusalsganis, dan
perjanjiantertutup termasuk tie-ins.

2. Pengehentian integrasi

3. Penghentian praktek monopoli ataupersaingan tidats/angbersangkutan.

4. Penghentian penyalahgunaan posisijaminan.

5. Pembatalan akuisisi, merger dankonsolidasi.

6. Pembayaran ganti rugi.

7. Pembayaran denda sebesar minimal 1(satu).

8. Pembayaran dan sebesar minimal 1(satu) miliar humgan maksimal
25miliar Rupiah.

Sedangkan sanksi pidana pokoksebagaimana ditentdikiam pasal
48Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapatdijatuldkalm Pengadilan Negeri
terhadappelaku usaha yang terbukti melakukanpedeiaggterhadap undand-
undangtersebut. Pemidanaan ini hanya dapat tepgulla perkara atau karena
yang bersangkutan diperiksa di forum PengadilaneNegdal ini dapat terjadi
bilamana pelaku usaha yangmenjadi tergugat tersebogajukankeberatan atau
petugas yang dibuat oleh komisipengawas persaingama, atau bilamanapelaku
usaha tersebut tidak segera melakukanisi putusariskpengawas persaingan
usahadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak petegssbut diterimanya.pidana
pokok yang dapat dijatuhkan kepadapelaku usaha yangukti bersalah
tersebutberupa:

1. Denda minimal 25 (dua puluh lima) miliarrupiah daraksimal 6 (enam)

bulan,untuk pelanggaran perjanjianpembentukan pilo pembagian
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ataupembatasan pasar, boikot, pembentukantrust sgieran sejenis
olipogsoni, kartelproduksi/distribusi, vertikal mger praktekmonopoli,
monopsoni, menghambat aksespasar bagi pelaku lmal@enyalahgunaan
posisi dominan, pemilikansaham mayoritas, danasiinserger/konsolidasi.

2. Denda minimal 5 (lima) miliar rupiah danmaksimal @fua puluh lima)
miliar rupiahatau pidana kurungan pengganti dendksimal 5 (lima) bulan,
untuk pelanggaran berupa kartel harga,pembedaama,hapenetapan
hargavertikal, perjanjian tertutup termasuk tigusd,rugi, kekurangan dalam
penentuankomponen harga produk, persekongkolamepdesekongkolan
memperolehrahasia dagang, dan jabatan rangkap

3. Denda minimal 1 (satu) miliar rupiah danmaksimafliha) miliar rupiah
ataupidana kurungan pengganti dendamaksimal 3) (tgaan, untuk
pelanggaranberupa menolak menyerahkan alat baktiraenolak di periksa,
menolakmemberikan keterangan ataumenghambat
prosespenyelidikan/pemeriksaan.

Selanjutnya di samping sanksi administratif,sapkdana pokok juga ada
pidana tambahan.Sanksi pidana tambahan ini dapstuldianoleh pengadilan
negeri terhadap pelaku usahayang terbukti bersémedasarkan Pasal 49Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 berupa:

1. Pencabutan izin usaha.
2. Pelanggaran menjadi pengurus/organ perseroan seldigeksi atau
komisarisselama minimal dua tahun dan maksimaltahan.

3. Penghentian praktek/kegiatan yang merugikan pigiakiérsebut.
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Bahwa sesungguhnya persaiangan dalam berbagaitd®egmaupun
kinerja sangatpenting sehingga bagi peningkatastagsignaupun kuantitatas serta
kualitas yang ingin dicapai tanpa adanya persaikgartidakmengetahui apakah
kinerja kita suda optimal.Sebab tanpa pembanding &kan terjebakkepada

penilaian subjektif bahwa kitasudamelakukan yarnmg@daik.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun yang merupakan suatu kegiatan yang dilam@gurut undang-
undang nomor 5 tahun 1999 adalah oligopoli, peretehargafrice
fixing), diskriminasi harggfice discriminatio, penetapan harga
dibawah harga pasar/jual rugi, penetapan hargakprabali, perjanjian
pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasaanpan pemboikotan,
perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian golpsoni, perjanjian
intergrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjialengan pihak luar
negeri. Apabila melihat contoh dari sebuah putusamisi pengawas
persaingan usaha (KPPU) No.22/KPPU-1/2016 tentaaguk kegiatan
praktik monopoli dan juga persaingan usaha tiddiatseadapun yang
dimaksud adalah sebuah perjanjian yang dilakukaansa pelaku usaha
dan perjanjian yang dilarang tersebut menimbulkangpasaan pasar
antara PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Mineral) dan Pifta Investama
(Aqua) bekerjasama dengan PT. Balina Agung Perkdsadakan
tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lainnita disaha air minum
dalam kemasan yang selanjutnya disebut (AMDK). él@hl, degradasi
tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harigbiB%nahal.

2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakulajamgian yang

dilarang dan penguasaan pasar berupa pidana pa@kak diatur dalam
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Pasal 48 UU No. 5 Tahun1999, Pasal 48 UU No. 5 iafi99 yang
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pelaaggéerhadap
ketentuan Pasal 4, 9 sampai Pasal 14, 16 sampa25l9?27 dan 28
diancam dengan pidana denda serendah rendahnyzbRp0.000.000,-
dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,- atadampa kurungan
penganti dendan selama-lamanya 6 bulan. Dan petamggrhadap
ketentuan Pasal 5 sampai 8, Pasal 15, 20 denga Pésdan 26,
diancam pidana denda serndah-rendahnya Rp. 5.@00000- dan
setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- atau pidenaungan penganti
denda selama-lamanya 5 tahun.

. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mefalpéganijian
yang dilarang dan pengusaan pasar yaitu pemeri@agan persetujuan
DPR membentuk komisi pengawasan persaingan usdPBUK KPPU
ini adalah sebuah komisi yang independent yang @agga diangkat
oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas nyanmaemonitor dan
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahur.189PU
berwenang melakukan penyelidikan dan atau pemarnkisahadap kasus
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usdak $ehat yang
dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usthayang ditemukan
oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; mepitkan hasil
penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang addideuadanya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,utnskan dan

menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihakyeisaha lain atau
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masyarakat, dan memberitahukan putusan komisi kepathku usaha
yang diduga melakukan praktek monopoli dan atasgiegan usaha

tidak sehat.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat prosedur pengawasan terhadap upeis&ha yang
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Persaitigaiha agar
tidak ditemukan lagi perjanjian terlarang yang dibpelaku usaha untuk
mendapatkan keuntungan semata.

2. Agar PT. Tirta Fresindo Jaya harus meningkatkan akugdan
pengontrolan rutin terkait apakah distributor apmlanggan melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dars etap selalu
memberikan data yang transparan terkait penjuaanhdrga jual setiap
KPPU memintanya agar terus dapat menciptakan damefiteara iklim
persaingan usaha yang kondusif.

3. Dengan adanya hubungan KPPU dengan Lembaga PenBavsssngan
Usaha negara lain sekarang ini dalam berbagai feeperti di kawasan
ASEAN, International Competition Network bahkan tingkat
internasional, maka diharapkan dapat saling betktas untuk
menyelesaikan konflik yangterjadi akibat perbedaamrang-undang,
kebijakan dan kepentingan nasional berbagai ned@sediaan untuk
secara sukarela saling menukar informasi yang tidisifat rahasia
mengenai hambatan persaingan usaha yang berpengarbbadap

kegiatan usaha.
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